© Mengingat

WALIKOTA SINGKAWANG

" PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

N(_)MOR.lsf_TAHUN 2017
TENTANG

 PEMBENTUKAN KLINIK KONSULTASI
PENGADAAN BARANG/JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WAL]KOTA SINGKAWAN G,

a. bahwa agar pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku pcrlu dilakukan
penguatan pengawasan melalui peningkatan peran. ‘dan
fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam
mendeteksi dini terhadap potensi penylmpangan dengan
memberikan 1ayanan konsultasi dari perspektlf

pengawasan;

. bahwa agar layanan konsultam dan perspekuf pengawasan
- dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yag diharapkan

. perlu dibentuk Khmk Konsmltasl Pengadaan Barang/Jasa, :

. bahwa bcrdasarkan pcmmbangan scbagaunana dimaksud

pada huruf a den bhuruf b perlu menetapkan Peraturan
Walikota ~ tentang Pembentukan Klinik - Konsﬂta_sx
‘Pengadaan. Barang[Jasa, : o "

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tcnu-mg | ; |

Pembentukan Kota Singkawang (Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, ‘I‘ambahan

-Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 19),

. Undang-Undang Nomor 23 'I‘ahun 2014  tentang

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara chubhk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 558'?) sebagaimana telah

. diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

‘Nomor @ Tghun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomwor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan = Daerah (Lembaran Negara Republik

" Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lc'mbaran .
' -'_Negara chubhk Indonesia Nomor 5679}; . o

. Undang-Undang Nomor 30 Tshun 2014 tentang.

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara. 'Republik

©  Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara chubhk Indonesla Nomor 5601), _


http://jdihn.bphn.go.id/detail/2918/TENTANG-PEMBENTUKAN-KOTA-SINGKAWANG--/01uu012.doc
http://jdihn.bphn.go.id/detail/16934/PEMERINTAHAN-DAERAH/14uu023.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/16975/ADMINISTRASI-PEMERINTAHAN/14uu030.pdf

Menetapkan

.'.l-u—..-..._‘

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890});

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tenténg
Perangkat Daerah (Lembaran Nepara Republik Indonesis
Tehun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Ncgara'

.Republik Indonesia Nomor 5887},

Peratm-an Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang.
Pembinaan  dan Pengawasan Penyelenggavaan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembman '

Negara Republik Indonesia Nomor 6041}); .

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerinteh sebagaimana telah
dirubah beberapa kali terakhir dengan Peratutan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tabhun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan I.aembaran '
Negara, chubhk Indonesia Nomor 5655), |

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah {Lembaran
Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Singkawang 51),

Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Inspektorat Daerah (Benta Daersh Kota

Singkawang Tahun 2016 Nomor 42)
MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN KLINIK
' KONSULTASI PENGADAAN BARANG /JASA

BABI
. KETENTUAN UMUM
' Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
pcnyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan ~urusan = pemerintahan yang menjadl
kewenangan daersh otonom | o
Daerah adalah Kota Singkawang,

‘Walikota adalah Walikota Singkawang.


http://jdihn.bphn.go.id/detail/1240/SISTEM-PENGENDALIAN-INTERN-PEMERINTAH/08pp060.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/19690/PERANGKAT-DAERAH/16pp018.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/22291/PEMBINAAN-DAN-PENGAWASAN-PENYELENGGARAAN-PEMERINTAHAN--DAERAH/17pp012a.PDF
http://jdihn.bphn.go.id/detail/9910/PENGADAAN-BARANG-JASA-PEMERINTAH/10pr054.pdf
http://jdih.singkawangkota.go.id/files/Perda_2016_3.pdf
http://jdih.singkawangkota.go.id/files/PERWAKO-2016-55.pdf

o

Peréngkat Dacrah adalah unsﬁf pembantu Walikota dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Inspektorat Daerah adalah perangkat dacrah merupakan
unsur pelaksana fungsi pengawasan.

Inspektur adalah Inspektur Dacrah Kota Smgkawang
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjumya
disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, pendampingan
dan kegiatan pengawasan lain dalam - pengadaan
barang/jasa. |
Barang adalah sehap benda baik bcrwujud maupun tidak

- berwujud bergerak maupun tidak bergerak yang dapat

10.

11.

12,

13.

14.

diperdagangkan, dipakai,  dipergunakan atau
dimanfaatkan oleh pengguna barang.

Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang

" berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan

atau pembuatan wujud fisik lainnya

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang
membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang
keilmuan yang mengutamakan adanya olah pilur
{brainware).

Jasa Lainya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan
tertentu yang mengutamakan keterampilan (Skillware)
dalam suatu sistem tatakelola yang sudah dikenal luas di
dunia usaha untuk menyelesaikkan suatu pekerjaan atau
segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selain jasa
konsnitansi, pelaltssanaan pekerjaan konstruksi dan
pengadaan barang.

Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk
memperoleh barang/jasa oleh organisasi pengadaan
barang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan
kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan
untuk memperoleh barang/jasa.

Organisasi Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya
disebut = organisasi pengadaan adalah pejabat yang
melaksanakan pengadaan melalui penyedia barang/jasa
terdiri dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Unit Layanan
Pengadaan/Pejabat Pengadaan, Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Klinik Konsultasi Pengadasn Barang/Jasa yang
selanjutnya disebut Klinik Konsultasi adalah wadah
layanan konsultasi bagi organisasi pengadaan yang
dilaksanakan oleh APIP dacrah.



BAB!I
PEM:BENTUKAN
Dengan Peraturan Walikota ini dlbentuk Klinik Konaultasx_.* o

S Pengadaan Barang/Jaaa. ' L - N
BABIT
KEDUDUKAR |

Pasal3 =

{1) Klinik Konsultasi adalsh pelaksana layanan konsultasi
E dalam pcngadaan barang/jasa yang dilaksanakan = =
. organisasi. pengadaan pada perangkat aerah &

o Lingkungan Pemerintah Daerah.

SR ('2}':._'%1111;: Konsultasi sebagaxmana dlmaksud pada ayat (1}'.__'- L
© . dipimpin oleh seorang Koordinator yang berkedudu]ﬁan d.l S

- bawah dan bertanggung jawah kcpada Inspcktur

s BABIV -
SUSUNAN ORGANISASI
R - ' Pasal4 o
W _Susunan Orgamsam Klinik Konsultasx terdm atas
o &Koordmator; g -
-~ b, Bidang Pengadaan Barang, B
o e Bxdang Pekeqaan Konstmksx dan
o d. B:dangJasa Konsultans:, JasaLamnya. - o
. @ Strukwur Organisasi  Klinik Kansultasx sebagsumana '

" 'dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan - haglan tldak terpmahkan darl Peratumn S

: Walikotaini

| BABV
TUGAS DAN'FUNGSI |
. Pasal 3

S Klinilk Kunsultasj sebagaunans chmaksud dalam Pasal 4 ayat (l}' - : |
mempl.mya; tugas memberikan layanan konsultasz kepada

organisasi pengadasn pada  perangkat daerah . sesuai L

- permasalahan yang dihadapi pada tahapan-tahapan dalam-
§ ___pengadaanbarangljasa. ,

Pasa16

| Untuk melaksanakan tugas scbaga:mana d:_x_naksud da]am' R

"Pasal 5, Klinik Konsultasi mempunyai fungsi :

a pmlyusmanpercncanaankeglamkonsuitam, o TR
. b menghimpun - bahan-bahan * kebijakan sebagau pcdoman_'_ T

dalam membenkan konsultas:, R



cpembenan saran, pemmbangan dan masukan kepada
.. organisasi pengadaan ~sesuai . pcrmmtaan' ow.. -
- pengadaan, dan - _

o d. _pemberxan pendampmgan dalam pengadaan barang/_;asa'

sesua: permmtaan orgamsam pengadaan

‘BAB VI o
TATA KERJA
Pasal 7 |

o (1) Da]am melaksa.nakan tugas, Khmk Kon:mltas: mener&pkan

‘prinsip koordinasi, integrasi - dan smkmmsasx, acsumf:- .
' - dengan tugasnya masmg—masmg o
' (2) Layanan konsultasi dapat dﬂakukan baik melalm mtap_- K
: muka maupun secara tertulis.

-(3) Sehuruh permasalahan yang dxkonsultasxkan dan saran

" yang. dlbcnkan dxdokumcntasﬁ:an secara tertulis. o
.-'(4) Dalam rangka. kelancaran dan mcnmgkatkan kuahtas

.pelayanan, Klinik Konsultasi dapat ‘berkoordinasi dan o
konsultasi dengan APIP- ‘lainnya .maupun I.embaga- o

Kebljakan Pengadaan Barang/Jasa Pcmenntah .

. _' BABVII }
APARATURPELAKSANA
o (n Aparatur. pelaksana Klinik Konsultasi adalah Aparam;_

- Sipil Negara pada Inspektorat yang me.menuln perayamtan 3 |

.- dan kompetensi. -

. {2) Persyaratan dan kdmpctensx sebmaana dunaksud pada.. o
- ayat (1) adalah: = - |

| _,a. memiliki pengetahuan dan kemam;man Yang
. .berhu]:mngan dengan proscs pengadaan barang/jasa; =~

b memiliki pengetahuan tentang isu-isu korupsx dalam
. proses pengadaan barang/jasa; - -

c. memiliki kemampuan berkomumkas: secara’ efekttf{-'_;

 baik lisan maupun tulisan;

._-d._'memshla integritas - yang . tmgl dalam pelaksanaan; T
- . tugas, mermiliki karakter yang baik, menjunjung tinggi

 nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip moral berdasarkan
©. rekam jejak yang dapat dxpertang!m.awabkan S
" e. memiliki pengalaman dalam bldang aud1t pengadaan o

) barang/_]asa, S :

L menyimpan rahama atas mfonnasx yang dxperolel_l;

- berkaitan dengan masalah yang dxkonmﬂmmkan dan

| g dintmskan memiliki sertifikat keahlian  bidang
--_-pengadaan barang/_;asa | -




8

Aparatur pelaksana Klinik Konsultasx . 8e

| bagmmana :
‘dimaksud pada |ayat (1} dmngkat dan - diberhentikan

o dengan Keputusan Wahkota

.:: '._(1) -

BABVIT
TATA CARA KONSULTASI
: S " Pasal 9 S
Untuk kcnsultasx secara lisan organisasi pengadaan yang

‘akan  melakukan konsultasi  terlebih = dahulu

- memberitahukan kepada Koordinator baik secara lisan

@

“

o®

- ©

43
2

. maupun dengan menggunakan media elektromk
)

Pemberitahuan untuk konsultasi sebagaxmana dlmaksud

‘pada ayat (1) sckurang-kurangnya memuat waktu dan

permasalahan yang akan dikonsultasikan

Setelah menerima pemberitahuan Koordinator mcnunjuk
Aparatur Pelaksana Klinik Konsultasi untuk memberikan

-~ layanan konsultas1 scsuai dengan bxdang yang akan
~ dikonsultasikan.,

Dalam waktu sclambat»lambamya 1 (satu) hari ker]a sejak

permmtaan konsultasi dltpnm Koordinator memberilkan

jawaban kcpada organisasi pengadaan tentang waktu,

. tempat konsultasi dilaksanakan dan Aparatur pelaksana

yang mcmbcnhan layanan konsultasi.

Konsultasi dﬂaksanakan pada tempat/ mangan yang ada.
dJInspektorat |

Hasil konsultasi lisan dltuangkan dalam formulir hasil
konsultasi sehagaimana tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagxan tidalk terpisahkan dari Peraturan
Walikota i 1m _

Pasal 10

Untuk konsultasi tertulis dlsampaikan melalux surat
kepada Koordinator. - :

Setelah menerima surat Koordinator mengarahkan kcpada |

Aparatur Pelaksana Klinik Konsultasi sesuai dengan .

N permasalahan yang. dikcnsultasikan untuk

3)

mempersiapkan jawaban.

Jawaban konsultasi disampaikan selambat—lambatnya 3
{tiga) hari kerja ascjak aurat dxtcnma

BAB IX
Pasal 11

Pelaksanaan - tugas Klinik Konsultasi dﬂaporkan Koordinator

kepada Inspektur.




N - BAB X
PEBIAYAAN
: Pasa] 12 : . . ;
Blaya opersmnal Khmk Konsultas1 Pengadaan barang/Jasa dlbabankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belan_]a Daerah Kota - Smgkawang melalul Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Inspektorat

'BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
o Pasal 13
E Peraturan Wahkota int mulal berlaku pada tangga] dmndangkan _

Agar Setlap orang dapat mengetahumya, mernenntahkan pengundangan Peraturan
Wahkota 1n1 dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kota Smgkawang "

Dltetapkan d1 Smgkawang-
- pada tanggal 25 Juki 2017

' WALIKOTA SINGKAWANG
| Ttd o
AWANG ISHAK

Diundangkaii'di_SingkaWang' |
pada tanggal 25 Juli 2017
'SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG
. ud
SYECI-I BANDAR
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2017 NOMOR 10

Salinan sesuia dengan aslinya,




LAMPIRANT :

| :PERATURAN WALIKO’I‘A SINGKAWANG

NOMOR -~ - 15 TAHUN 2017
~ TANGGAL  : 25Juli2017
- TENTANG ~ : PEMBENTUKAN KLNIK KONSULTASI PENGADAAN BARANG /JASA
STRUKTUR ORGANISASI
_ KLINIK KONSULTASI PENGADAAN BARANG JASA
 KOORDINATOR
. BIDANG | BIDANG JASA
PENGADAAN - BIDANG PEKERJAAN KONSULTASI,
BARANG KONSTRUKSIL . JASA LAINYA

. WALIKOTA SINGKAWANG .
A A e

AWANG ISHAK




T g

" LAMPIRANII - : PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
. NOMOR- - ': 15TAHUN2017 . o

CTANGGAL @ 25Juli2017 = o S
TENTANG = : PEMBENTUKAN KLNIK KONSULTASI PENGADAAN BARANG/JASA

' FORMULIR HASIL KONSULTASI -

1. Nama Perangkat Daerah .- -
2. Nama Organisasi Pengadaan :
3. Waktu Pelaksanaan Konsultasi |:

Materi th'sultas_i B

L R R R L R L R T R T e P R

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. Nama
~ NIP.

' WALIKOTA SINGKAWANG
- ttd

' AWANG ISHAK

sesuaii.'dén'gan_ aslinya, . .
2RA BAGIAN HUKUM . . -

\LIZAR, SH
16 199803 1 004





